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INTISARI

Penelitian ini bertujuan mengetahui pelaksanaan Perda Nomor 29
Tahur 2005 dan langkah-langkah yang sudah diambil Pemerintah Kabupaten
Semarang untuk dapat melaksanakan 9 kewenangan di bidang pertanahan
setelah tahun 2006.

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan metode
deskriptif. Populasi penelitian ini adalah pelaksana 9 kewenangan di bidang
pertanahan (dari Kantor Pertanahan Kabupaten Semarang dan Pemerintah
Kabupaten Semarang). Teknik sampling yang digunakan adalah Purposive
Sampling. Pengumpulan cata dengan menggunakan wawancara dan
dokumentasi. Analisis data dengan deskriptif kualitatif.

Hasil penelitian menunjukkan: (1) tidak ada perbedaan mekanisme
pelaksanaan 9 kewenangan di bidang pertanahan antara sebelum dan
sesudah Perda Nomor 29 Tahun 2005. Perbedaan yang ada hanya terletak
susunan Panitia Pengadaan Tanah; (2) institusi yang diamanatkan dalam
Pasal 3 ayat (2) Perda Nomor 29 Tahun 2005 belum dibentuk: (3) belum
ditetapkan Keputusan Bupati Semarang untuk mengatur teknis pelaksanaan 9
kewenangan di bidang pertanahan; (4) Pemerintah Kabupaten Semarang
belum mengambil langkah-langkah nyata untuk dapat melaksanakan 9
kewenangan di bidang pertanahan; (5) satu-satunya 9 kewenangan di bidang
pertanahan yang anggarannya ditetapkan dalam APBD hanya
penyelenggaraan pengadaan tanah untuk kepentingan pembangunan; (6)
kegiatan pemberian ljin Perubahan Penggunaan Tanah Pertanian ke Non
Pertanian tetap dilaksanakan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Semarang,
tidak termasuk kewenangan yang diserahkan kepada Pemerintah Kabupaten
. Semarang.

Pemerintah Kabupaten Semarang sebaiknya (1) merevisi Perda
Nomor 29 Tahun 2005 dan menunjuk institusinya sendiri guna melaksanakan
9 kewenangan di bidang pertanahan; (2) mengambil langkah-langkah nyata
untuk dapat melaksanakan 9 kewenangan di bidang pertanahan; (3)
Pemerintah Kabupaten Semarang dapat berkoordinasi dengan Kantor
Pertanahan Kabupaten guna melaksanaan 9 kewenangan di bidang
pertanahan; (4) Bupati Semarang segera menetapkan Keputusan Bupati guna
mengatur teknis pelaksanaan 9 kewenangan di bidang pertanahan.




DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL ... e s tee s e es s en s e a e aes
HALAMAN PERSETUJUAN.......oo e
KATAPENGANTAR......ooooeeeemececce e ot e cnsicn e san cn e

Babl :PENDAHULUAN

A LatarBelakang .....c.ccooooeeeemeciiiniieeeee e e
B. PerumusanMasalah ...
C. Pembatasan Masalah ............oooimiiiiieriacaes
D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian .............cccccoeeeeneen.

BABHl : TINJAUAN PUSTAKA DAN KERANGKA PEMIKIRAN

BABIll: METODE PENELITIAN

A b h

14

18

19




BABIV:

BABV::

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Penyusunan Perda Nomor 29 Tahun 2006..............

B. Pelaksanaan 9 Kewenangan Di Bidang Pertanahan

D. Keputusan Bupati Untuk Teknis Pengaturan
Pelaksanaan 9 Kewenangan Di Bidang Pertanahan
E. Pembiayaan Dalam Anggaran Pendapatan Belanja

.....

.....

------

19
19
20
21

21

+ 25

26

29

vii




BAB VI

F. Pemberian ljin Perubahan Penggunaan Tanah

Pertanian ke Non Pertanian ...............c.ccco it

G. Langka-langkah Yang Sudah Diambil Pemerintah

Kabupaten Semarang.............ccccoooviiiiieaen e

H. Sembilan Kewenangan Di Bidang Pertanahan Setelah

TahUN 2006 ... oo e et e e e e

KESIMPULAN DAN SARAN

A Kesimpulan...............o.

B, AN oot it e e e

48

50

56

59

60

viii




BAB |
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang
Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan

Daerah telah membawa perubahan yang mendasar dalam tatanan
pemerintahan di indonesia. Pelaksanaan pemerintahan yang sebelumnya
bersifat sentralistik berubah menjadi desentralistik. Pemersintah Daerah
diberi kewenangan yang luas untuk mengatur dan mengelola

Kewenangan daerah kabupaten/kota yang diamanatkan dalam
Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 mencakup kewenangan dalam
seluruh bidang pemerintahan kecuali yang menjadi wewenang Pemerintah
dan Pemerintah Provinsi. Pasal 11 ayat (2) Undang-Undang Nomor 22
Tahun 1999 menyatakan bidang pemerintahan yang wajib dilaksanakan
oleh daerah kabupaten/kota meliputi pekerfjaan umum, kesehatan,
pendidikan dan kebudayaan, pertanian, perhubungan, industii dan
perdagangan, penanaman modal, fingkungan hidup, pertanahan, koperasi
dap fenaga kerja. Pasal 11 tersebut menyatakan kewenangan bidang
peitanahan menjadi kewenangan daesah kabupaten/kota.

Tanggal 9 November 2001 Majelis Pesmusyawaratan Rakyat
Republik Indonesia menetapkan Keletapan Majelis Pemmusyawaratan
Rakyat Nomor IX'MPR/2001 tentang Pembaruan Agraria dan Pengelolaan




Sumber Daya Alam. Dalam rangka peloksanaan Ketetapan Majelis
Permusyawaratan Rakyat tersebut ditetapkan Keputusan Presiden Nomor
34 Tahun 2003 tentang Kebijakan Nasional Di Bidang Pertanahan. |

Pasal 2 ayat (1) Keputusan Presiden Nomor 34 Tahun 2003
menyatakan sebagian kewenangan Pemerintah di bidang pertanahan
ditaksanakan oleh Pemersintah Kabupaten/Kota. Menurut Pasal 2 ayat (2)
kewenangan tersebut meliputi: pemberian ljin Lokasi, penyelenggaraan
pengadaan tanah untuk kepentingan pembangunan, penyelesaian
sengketa tanah garapan, penyelesaian masalah ganti kerugian dan
santnan tanah untuk pembangunan, penetapan subyek dan obyek
redistribusi tanah serta ganti kerugian tanah kelebihan maksimum dan
tanah absente, penetapan dan penyelesaian masalah tanah ulayat,
pemantaatan dan penyelesaian masalah tanah kosong, pemberian ljin
Membuka Tanah dan perencanaan penggunaan tanah wilayah
kabupaten/kota.

Dengan dilaksanakannya 9 kewenangan di bidang pertanahan
tersebut oleh Pemerintah Daerah sebenamya Pemerintah telah
memberikan kewenangan kepada Pemerintsh Daerah (termasuk
Pemerintah Kabupaten Semarang), namun kondisi ril yang ada
Pemesintah Kabupaten Semarang masih menghadapi kendala untuk
dapat melaksanakan 9 kewenangan di bidang pertanahan. Dengan kondisi
ril tersebut agar pelaksanaan kewenangan dan pelayanan kepada
masyarakat di bidang pertanahan dapat optimal Pemerintah Kabupaten




Semarang menunjuk Kantor Pertanahan Kabupaten Semarang sebagai
pelaksana 9 kewenangan di bidang pertanahan di Kabupaten Semarang.
Penunjukan tersebut dinyatakan dalam Peraturan Daerah Kabupaten
Semarang Nomor 29 Tahun 2005, selanjutnya ditulis Perda Nomor 29
Tahun 2005 (Lampiran 1).

Pasal 3 ayat (1) Perda Nomor 29 Tahun 2005 menyatakah
Kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dilaksanakan oleh
Kantor Pertanahan Kabupaten Semarang sampai dengan terbentuknya
institusi yang melayani bidang pertanahan. Selanjutnya ayat (2)
menyatakan institusi yang melayani bidang pertanahan sebagaimana
dimaksud ayat (1) harus sudah dibentuk selambat-lambatnya tahun 2006.

Pada saat ini telah sampai taﬁun 2006, sehingga pelaksanaan
Perda Nomor 29 Tahun 2005 dan periode setelah tahun 2006 menjadi
menarik untuk diteliti. Satu sisi 9 kewenangan di bidang pertanahan harus
dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Semarang, sementara di sisi
lain Pemerintah Kabupaten Semarang menghadapi kendala untuk
melaksanakannya. Berdasarkan hal-hal tersebut penulis tertarik untuk
mengadakan penelitian dengan judul Pelaksanaan Peraturan Daerah’
Kabupaten Semarang Nomor 29 Tahun 2005 tentang Pelaksana

Kewenangan Di Bidang Pertanahan Di Kabupaten Semarang.




B. Perumusan Masalah
Berdasarkan uraian dalam latar belakang dirumuskan
permasalahan penelitian berikut ini.
1. Bagaimanakah pelaksanaan 9 kewenangan di bidang pertanahan oleh

Kantor Pertanahan Kabupaten Semarang?

P

Langkah apakah yang sudah diambi! Pemerintah Kabupaten
Semarang untuk dapat melaksanakan 9 kewenangan di bidany

pertanahan?

C. Pembatasan Masalah

Mengingat luas dan kompleksnya ruang lingkup penelitian dan
keterbatasan waktu penyusun memberi batasan permasalahan. Masalah
dibatasi pada mekanisme pelaksanaan 9 kewenangan di bidang
pertanahan di Kantor Pertanahan Kabupaten Semarang dan langkah yang
sudah diambil Pemerintah Kabupaten Semarang untuk dapat

melaksanakan 9 kewenangan di bidang pertanahan.

D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian
1. Tujuan Penelitian
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk:
a. mengetahui dan memahami pelaksanaan Perda Nomor 29 Tahun

2005;




b.

mengetahui dan memahami langkah yang sudah diambil
Pemerintah Kabupaten Semarang untuk dapat me!aksanakan 9

kewenangan di bidang pertanahan.

2. Kegunaan penelitian

J Kegunaan dari penzlitian ini adalah:

a.

sebaga: masukan bagi Pemerintah Kabupaten Semarang maupun
Kantor Pertanahan Kabupaten Semarang dalam menilai
pelaksanaan Perda Nomor 29 Tahun 2005;

sebagai bahan perbandingan ataupun masukan bagi Pemerintah
Kabupaten/Kota dan Kantor Pertanahan lain mengenai

pelaksanaan Keputusan Presiden Nomor 34 Tahun 2003.




BAB V|

PENUTUP

A. Kesimpulan

Keputusan Bupati .yang mengatur teknis pelaksanaan 9
Kewenangan di bidang pertanahan seperti yang diamanatkan Pasal 4 ayat
(2) sampai saat ini belum ditetapkan. Pelaksanaan sehari-hari masih
menggunakan peraturan lama.

Sebelum dan sesudah Perda Nomor 29 Tahun 2005 tidak
terdapat perbedaan mekanisme pelaksanaan 9 kewenangan di bidang
pertanahan. Perbedaan yang ada hanya terletak pada susunan Panitia
Pengadaan Tanah. Panitia Pengadaan Tanah tahun 2004 wakil ketua dan
sekretaris berasal dari Dinas Pertanahan Kabupaten Semarang
sedangkan Panitia Pengadaan Tanah tahun 2005 wakil ketua dan
sekretaris berasal dari Kantor Pertanahan Kabupaten Semarang.

Institusi yang diamanatkan Pasal 3 ayat (2) Perda Nomor 29
Tahun 2005 sampai saat ini belum dibentuk. Pemerintah Kabupaten
Semarang masih ragu untuk membentuk institusi karena khawatir 9
kewenangan di bidang pertanahan akan ditarik Pemerintah lagi, apalagi
dengan ditetapkannya Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2006 tentang
Badan Pertanahan Nasional.

Sampai saat ini di lingkungan Pemerintah Kabupaten Semarang

belum ada wacana/belum mengambil langkah nyata terkait dengan

59




penyiapan/peningkatan kemampuan Pemerintah Kabupaten Semarang

untuk dapat melaksanakan 9 kewenangan di bidang pertanahan.

. Saran

Pemerintah Kabupaten Semarang sebaiknya merevisi Perda
Nomor 29 Tahun 2005 sesuai dengan ketentuan yang beriaku. Pemerintah
Kabupaten Semarang sebaiknya menunjuk institusinya sendiri ( Sub
Bagian Pertanahan ) guna menangani 9 kawenangan bidang pertanahan.
Institus! akan memberikan kejelasan dalam pembagian tugas, wewenang,
tanggung jawab dan dasar hukum dalam pelaksanaan tugas pelayanan
pertanahan. Dinas Pertanahan Kabupaten Semarang sebaiknya
dibubarkan.

Dalam rangka menghemat biaya dan memudahkan penyediaan
personalia yang ahli dan berpengalaman, demikian juga dalam
memelihara koordinasi dengan pelaksanaan tugas bidang-bidang lain
mengenai pertanahan yang kewenangannya masih ada pada Pemerintah,
Pemerintah Kabupaten Semarang dapat mengkoordinasikan pelaksanaan
9 kewenangan bidang pertanahan dengan Kantor Pertanahan Kabupaten
Semarang.

Perlunya segera menetapkan Keputusan Bupati yang mengatur
teknis pelaksanaan 9 kewenangan di bidang pertanahan. Keputusan

Bupati berguna sebagai pedoman bagi Kantor Pertanahan Kabupaten
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Semarang dan instansi terkait lainnya dalam melaksanakan pelayanan
pertanahan.

Pemerintah Kabupaten Semarang segera membuat perencanaan
yang jelas terkait dengan penyiapan/peningkatan kemampuannya untuk
melaksanakan 9 kewenangan di bidang pertanahan. Perencanaan yang
ditetapkan harus dijalankan dengan baik sehingga dapat mencapai tujban

yang diharapkan.
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